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NIMAS SAKUNTALA, Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya Malang, 2021, “AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH 
PERORANGAN DALAM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERBENTUK 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (Studi Kasus Perumda BPR X)”. Dr. Budi 
Santoso, S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. 
Penulisan skripsi ini berangkat dari permasalahan yang ada mengenai 
akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam Bank Perkreditan 
Rakyat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Alih-alih Perumda 
adalah suatu badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu 
daerah dan tidak terbagi atas saham. BPR X yang dahulunya sebagai 
Perusahaan Daerah (PD) menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi 
Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Namun BPR X yang menyesuaikan 
bentuk hukumnya menjadi Perumda masih terdapat masalah, yaitu adanya 
saham minoritas milik perorangan yang belum terselesaikan saat Perda yang 
mengatur pendirian Perumda BPR X tersebut disahkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 
(dua) rumusan masalah yang ada. Adapun kedua rumusan masalah tersebut 
yakni: 1) Apa Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam Bank 
Perkreditan Rakyat X Berbentuk Perusahaan Umum Daerah? Dan; 2) Apa 
upaya hukum pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham oleh 
perorangan dalam Bank Perkreditan Rakyat X berbentuk Perusahaan Umum 
Daerah? 
Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-
Undangan (Statute approach), dan Pendekatan Kasus (Case approach). Dari 
adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan dan rumusan 
masalah penelitian, maka yang menjadi kesimpulan adalah akibat hukum 
yang timbul dari adanya kepemilikan saham milik perorangan dalam Bank 
Perkreditan Rakyat berbentuk Perusahaan Umum Daerah dapat dilihat dari 
akibat hukum bagi kedudukan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dan adanya 




minoritas yang ada di BPR X. Lebih lanjut, Upaya hukum pemerintah daerah 
jika terdapat kepemilikan saham milik perorangan dalam Bank Perkreditan 
Rakyat berbentuk Perusahaan Umum Daerah yaitu melakukan upaya hukum 
non litigasi dengan cara konsultasi ataupun negosiasi untuk pengambilalihan 
































NIMAS SAKUNTALA, Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University of 
Malang, 2021, "LEGAL DUE TO SHARE OWNERSHIP BY INDIVIDUALS IN 
PUBLIC CREDITAN BANKS IN THE FORM OF REGIONAL GENERAL 
PUBLIC ENTERPRISES (Case Study Perumda BPR X)". Dr. Budi Santoso, 
S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. 
The writing of this minor thesis departs from the existing problems regarding 
the legal consequences of ownership by individuals in a People's Credit Bank in 
the form of a Regional Public Enterprises (Perumda). Perumda is a regionally 
owned business entity whose entire capital is owned by one region and is not 
divided into shares. BPR X, which was formerly a Regional Enterprises (PD), has 
adjusted its legal form to become a Regional Public Enterprises (Perumda). 
However, BPR X, which adjusted its legal form to Perumda, still had a problem, 
namely the existence of minority shares owned by individuals that had not been 
resolved when the Perda which established Perumda BPR X was passed. 
Based on the problem that have been explained. Writer draws 2 (two) 
research problems, which in this case are used as a limitation in the writing of 
this thesis. The two research problems are: 1) What are the legal consequences 
of ownership of shares by individuals in Rural Bank (BPR) X in the form of 
Regional Public Enterprises? And; 2) What is the legal remedy for the regional 
government if there is share ownership by individuals in a Rural Bank (BPR) X in 
the form of a Regional Public Enterprises? 
To be able to answer these two research problems, Writer examined the 
research using a normative juridical research method and by using a statute 
approach, and case approach. From the analysis conducted by the writer to 
answer the research problem, a conclusion can be drawn. The conclusion is 
that the legal consequences arising from the ownership of individual shares in 
a Rural Bank (BPR) in the form of a Regional Public Enterprises can be seen 
from the legal consequences for the establishment of the Rural Bank (BPR) 
and the existence of a lawsuit or attempt non-litigation law from owners / 
heirs of minority shares in BPR X. Furthermore, local government legal action 




of a regional company that carries out non-litigation legal remedies by way of 
consultation or negotiation for share acquisition BPR X by buying minority 
shares owned by individuals. 







A. LATAR BELAKANG 
Timbulnya badan usaha milik negara di Indonesia berangkat dari 
ketentuan konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 19451 (Selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang 
menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, 
menurut Mohammad Hatta, Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan sendi utama 
bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan 
demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa 
demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada 
satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan 
ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik. Konsepsi 
demikian mendorong negara berperan lebih aktif dengan membentuk badan 
usaha milik negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan 
seluruh masyarakat.2 
Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, 
yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang 
berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum terbagi 
menjadi 5 bentuk, yaitu:  
1. Perseroan Terbatas (PT); 
2. Yayasan; 
3. Koperasi; 
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
 Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum terdapat 3 bentuk, 
yaitu: 
1. CV (Persekutuan Komanditer); 
                                                             
 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 2 Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat 





2. Firma; serta 
3. Persekutuan Perdata. 
  Kemudian, apabila melihat ketentuan pada Pasal 1 huruf b Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya 
disebut sebagai UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap 
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus 
menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” Sementara 
yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan 
usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau 
badan usaha tersebut diatur atau diakui oleh Undang-Undang, baik bersifat 
perorangan, persekutuan atau badan hukum.3 
 Pemerintah Negara Indonesia juga memiliki perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada penjelasan UUWDP di atas, yang dapat dibagi menjadi 2 
bidang, yaitu BUMN dan BUMD. Hal yang membedakan adalah kepemilikan 
dan skala yang diperbolehkan. BUMN adalah milik negara, dan dapat 
beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya, 
sedangkan BUMD adalah milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari 
kekayaan daerah. BUMD boleh menyelenggarakan kegiatannya di wilayah 
asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintahan daerah 
tersebut. Pada umumnya BUMD di Indonesia dalam menjalankan usahanya 
dibebankan pada tiga misi yaitu, sebagai pelayanan publik, sebagai sumber 
pendapatan daerah (PAD), dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah.4  
Kemudian, hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu 
mengenai problematika yang dimiliki oleh jenis badan usaha BUMD yang 
dikelola oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Secara 
normatif, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan 
                                                             
 3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1999, hlm.1. 
 4 Ni Made Yuni Dianantari., Anik Yuesti., I Nengah Sudja, Pengaruh Pelatihan, 
Motivasi, Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pdam Tirta Mangutama 
Kabupaten Badung, Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM), Vol. 1, No. 4, April 





Daerah), pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut selaras dengan tujuan Negara 
Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan 
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh 
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 setelah hasil 
amandemen, maka dinyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan 
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 
Salah satu wewenang dari pemerintah daerah yaitu, melakukan 
pengelolaan BUMD yang dapat diketahui peraturannya dalam UU 
Pemerintahan Daerah, yang terbagi menjadi 2 bentuk yang dijelaskan pada 
Pasal 331 ayat (3) UU Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 331 
"(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.“ 
Dari ketentuan Pasal 331 tersebut dapat diketahui bahwasanya BUMD 
hanya dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu Perusahaan Umum Daerah 
(Selanjutnya disebut sebagai Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah 
(Selanjutnya disebut sebagai Perseroda). Dalam UU Pemerintahan Daerah, 
BUMD sendiri diatur secara khusus dalam Pasal 331 hingga Pasal 341. Namun 
secara khusus pada Pasal 331 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah menjelaskan 
bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD diatur dalam 
Peraturan Pemerintah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut sebagai 
PP No. 54 Tahun 2017). 
Pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah sejak tanggal 2 Oktober 2014 
telah merubah bentuk klasifikasi bentuk hukum BUMD, yang diubah dari 





(Selanjutnya disebut sebagai PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah 
(Selanjutnya disebut sebagai Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah 
(Selanjutnya disebut sebagai Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu 
Pasal 402 ayat (2) UU Pemda jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 
menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, 
seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau 
Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah di 
seluruh Indonesia.5 
Sehingga hal tersebut berakibat juga pada PD Bank Pasar dalam 
Daerah Kabupaten Y (Selanjutnya disebut sebagai BPR X) yang wajib 
menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Kemudian 
dalam pelaksanaan perubahan tersebut, BPR X telah menyesuaikan bentuk 
hukumnya menjadi Perumda. Sehingga segala ketentuan mengenai Perumda 
wajib ditaati oleh BPR X, termasuk peraturan mengenai kepemilikan saham 
BPR X. 
Pada awalnya, peraturan mengenai saham ini diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Dalam 
Daerah Kabupaten Y, dimana pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa modal 
dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 51% terdiri dari saham-saham istimewa 
yang diperuntukan kepada Pemerintah Daerah, dan 49% terdiri dari saham-
saham biasa yang dapat dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 
Kabupaten Y. Kemudian, seiring perkembangan dinamika hukum, peraturan 
ini telah mengalami berbagai perubahan hingga berlakunya Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten 
Y (Selanjutnya disebut sebagai Perda Kabupaten Y No.9 Tahun 2012). Pada 
Perda tersebut ketentuan modal diatur kembali pada Pasal 8 bahwa Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Y telah memiliki modal 0.07 % dari 
keseluruhan modal BPR X, namun saham tersebut harus dilepas untuk 
dikembalikan kepada masing-masing pemilik atau ahli warisnya. 
                                                             
5 Bagus Oktafian. Transformasi Perusahaan Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda. 
2020. Diambil dari www.news.unair.ac.id/2020/07/28/transformasi-perusahaan-daerah-





Pelepasan saham milik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 
Kabupaten Y adalah bersifat wajib ditaati. Hal tersebut dikarenakan dalam 
perkembangan peraturan mengenai modal BUMD yang berbentuk Perumda, 
modal hanya dapat dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
dibagi atas saham-saham. Penjelasan tersebut dituangkan dalam Pasal 5 ayat 
(1) PP No. 54 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 5 
"(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh 
modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham." 
Sehingga implikasi dari pemberlakuan Pasal 5 PP No.54 Tahun 2017 
tersebut mengakibatkan BPR X milik Pemerintah Daerah Y wajib melepaskan 
kepemilikan modal karyawan yang dimiliki serta Pemerintah Daerah Y wajib 
melakukan perubahan terhadap aturan pembagian saham dalam Perda 
Kabupaten Y No.9 Tahun 2012. Implikasi tersebut membuat Pemerintah 
Daerah Kabupaten Y memperbaharui peraturan daerah tersebut menjadi 
Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan 
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Y 
(Selanjutnya dapat disebut sebagai Perda Kabupaten Y No. 10 Tahun 2019). 
Maka dari itu, besaran modal dasar pada kegiatan usaha miliki daerah 
Kabupaten Y kemudian diatur kembali pada Pasal 17 ayat (1) dan (3) Perda 
Kabupaten Y No. 10 Tahun 2019 yang berbunyi: 
Pasal 17 
"(1) Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Y adalah Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham. 
(3) Modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Y seluruh modalnya 
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten." 
Pembaharuan peraturan mengenai modal Perumda BPR X Kabupaten Y 
tersebut mengakibatkan kepemilikan modal karyawan untuk wajib dilepaskan. 
Secara rinci telah dijelaskan dalam pasal 17 di atas dijelaskan bahwasanya 
modal Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Y merupakan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 





tersebut tidak dapat diperjual-belikan dan wajib dimiliki oleh satu subjek, yaitu 
Pemerintah Daerah Kabupaten Y. Namun pada fakta pelaksanaannya, hingga 
tahun 2021 ini kepemilikan saham BPR X pada Kabupaten Y masih dimiliki 
oleh karyawan pemerintah daerah sebesar 0,07 %. Hal tersebut merupakan 
suatu pelanggaran dan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Y dengan peraturan yang telah diberlakukan terhadap BPR 
X. 
Perbuatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Y dalam melaksanakan 
kegiatan usaha daerah berbentuk Perumda BPR X ini, telah melanggar 
peraturan perudang-undangan yang ada. Namun hal yang disayangkan, 
secara khusus peraturan mengenai sanksi dari pelanggaran ini masih belum 
jelas dan diatur. Sanksi-sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran ini 
tidak diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, PP No. 54 Tahun 2017, maupun 
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pelanggaran tersebut sudah 
sepatutnya wajib untuk diberikan sanksi, karena ketentuan sanksi dalam 
sebuah peraturan akan memberikan dampak bagi pelanggarnya, karena 
sebagai “alat pemaksa” sanksi juga dimaksudkan untuk membuat keteraturan 
peraturan dapat dijalankan dengan tujuan tersendiri dari peraturan tersebut.6 
Pada sejatinya, disetiap ketentuan pasti terdapat akibat hukum dalam 
pelaksanaannya. Apabila dalam suatu peraturan tidak terdapat ketentuan 
sanksi, terutama pemberlakuan peraturan kepemilikan saham pada BPR X 
menyebabkan kekosongan hukum dalam menerapkan suatu sanksi terhadap 
ketidakpatuhan subyek dalam menerapkan pembagian saham pada Perumda 
BPR X Kabupaten Y. Akibatnya Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak 
akan mempunyai kekuatan efek jera dan tetap akan dilanggar, baik oleh 
perorangan maupun organisasi/badan hukum.7 
Dari penjelasan di atas diketahui bahwasanya Perumda BPR X 
Kabupaten Y telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Perda 
Kabupaten Y No. 10 Tahun 2019 dan Pasal 5 PP No. 54 Tahun 2017. Namun 
                                                             
6 Sulaiman. Potensi Sanksi Pidana dan Administratif dalam Peraturan Daerah. 
Tanpa Tahun. Diambil dari www.jdih.babelprov.go.id/content/potensi-sanksi-pidana-dan-
administratif-dalam-peraturan-daerah. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021. 
7 Admin. Untuk Tegaknya Aturan Diperlukan Sanksi. 2012. Diambil dari 
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/untuk-tegaknya-aturan-





dengan tidak adanya suatu ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran 
tersebut, peraturan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan dipatuhi oleh 
subyek hukum yang ada. Sehingga dari pemaparan di atas, penulis ingin lebih 
lanjut untuk melakukan analisa mengenai suatu akibat hukum dari 
kepemilikan saham para karyawan BPR X Kabupaten Y serta analisa mengenai 
upaya hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap kepemilikan saham para 
karyawan BPR X Kabupaten Y dengan judul penelitian "Akibat Hukum 
Kepemilikan Saham oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat 
Berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Studi Kasus Perumda BPR X)". 
 
B. ORISINALITAS PENELITIAN 
 Dalam melakukan penelitian ini penulis melihat penelitian serupa yang 
menyangkut mengenai bentuk hukum badan usaha milik daerah dalam bidang 
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Perbedaan penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini 
dengan penelitian terdahulu lainnya yang terdapat dalam tabel orisinalitas 
diatas dan yang menjadi hal terbarukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 
penulis saat ini adalah jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 
Ade Ludfi Fahrisal, yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah pengaturan 
BUMD sebelum dan setelah di berlakukannya Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penerapan prinsip GCG dalam 
pengelolaan BUMD dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance yang telah ada pengaturannya pada Undang Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dampak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah terhadap bentuk badan hukum dan pengelolaan BUMD 
di Indonesia berimplikasi yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini 
telah ada di Indonesia.  
Selanjutnya, jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus 
Oktavian Abrianto, Sri Winarsi, Agus Widyantoro, Faizal Kurniawan maka 
penelitian tersebut membahas transformasi Perusahaan Daerah menjadi 
Perumda atau Perseroda, dan membahas tentang hal-hal yang harus 
dipertimbangkan untuk menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau 
Perseroda, keuntungan dan kelemahan dari bentuk hukum Perumda dan 





Abrianto, Sri Winarsi, Agus Widyantoro, Faizal Kurniawan tersebut juga 
menitikberatkan permasalahan penyesuaian bentuk hukum dari PDAM Surya 
Sembada Kota Surabaya. 
Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini juga terdapat 
perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Tetuko Kusumo. Hal 
tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Tetuko Kusumo 
tersebut tidak memfokuskan peneltian pada akibat hukum dan bentuk upaya 
hukum pemerintah daerah apabila suatu Perusahaan Daerah yang 
menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda masih terdapat saham 
minoritas milik perorangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhimas 
Tetuko Kusumo, penelitian lebih melihat kepada konsekuensi yuridis dari 
berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah terhadap bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dibidang 
Perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini juga dilakukan 
dengan cara mengkaji beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah 
Daerah serta penelitian penulis juga menitikberatkan kepada permasalahan 
BPR X yang awalnya Perusahaan Daerah dan menyesuaikan bentuk hukumnya 
menjadi Perumda namun di dalam BPR X tersebut masih terdapat saham 
minoritas milik perorangan. 
 
C. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan 
masalah yang penulis dapat ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan dalam Bank 
Perkreditan Rakyat X berbentuk Perusahaan Umum Daerah? 
2. Apa upaya hukum pemerintah daerah jika terdapat kepemilikan saham oleh 
perorangan dalam Bank Perkreditan Rakyat X berbentuk Perusahaan 






D. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan ini ialah : 
1. Untuk menganalisis akibat hukum kepemilikan saham oleh perorangan 
dalam Bank Perkreditan Rakyat X berbentuk Perusahaan Umum Daerah. 
2. Untuk menganalisis upaya hukum pemerintah daerah jika terdapat 
kepemilikan saham oleh perorangan dalam Bank Perkreditan Rakyat X 
berbentuk Perusahaan Umum Daerah. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian yang penulis lakukan, diharapkan memberikan manfaat kepada 
pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain : 
a. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 
teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan 
khususnya dalam kaitannya di bidang hukum perusahaan yang terkait 
dengan Kepemilikan Modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Hasil 
penulisan dalam penelitian ini yang membahas tentang Akibat Hukum dan 
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Jika Terdapat Kepemilikan Saham oleh 
Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat X Berbentuk Perusahaan 
Umum Daerah. 
b. Manfaat Praktis 
A. Bagi BPR X 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPR X 
untuk dapat menerapkan suatu kebijakan agar tidak ada terjadinya 
suatu pelanggaran yang akan timbul di kemudian hari. 
B. Bagi Pemerintah Daerah 
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah 
untuk dapat membuat atau menerapkan suatu aturan dalam bidang 
hukum pemerintah agar tidak ada terjadi nya suatu pelanggaran dan 








F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. 
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian berupa inventarisasi perundang-
undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari 
perundang-undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan 
hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.8 Penggolongan penelitian ini 
ke dalam penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak 
dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan 
Indonesia yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). 
 Penelitian ini mengkaji tentang Pasal 334 dan Pasal 339 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 
angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintah Daerah mengenai kepemilikan modal dalam Perusahaan Umum 
Daerah studi kasus di Perumda BPR X. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 
adalah : 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan undang-undang atau Statute Approach dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu 
hukum yang ditangani. Dalam hal penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilkan modal 
oleh Pemerintah Daerah di dalam suatu Perusahaan Umum Daerah. 
2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang terjadi di lapangan dimana dalam penelitian ini 
studi kasus di Perumda BPR X. 
3. Pendekatan Historis (Historical Approach) 
                                                             
 8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif, Bayumedia, 





Pendekatan historis digunakan dalam rangka penelusuran sejarah dari 
adanya saham yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Y pada 
Perumda BPR X. 
 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 1. Jenis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 
a) Bahan hukum primer 
Yaitu suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-
undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia,9 meliputi : 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas. 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah. 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintah Daerah. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian di lapangan dengan 
mengadakan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan cara 
tanya jawab secara lansung kepada informan atau narasumber yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada Direktur Utama 
Perumda BPR X dan Direktur Operasional Perumda BPR X dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur. 
2. Sumber Bahan Hukum  
Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder di 
dalam penelitian ini berasal dari :  
                                                             








4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan 
penelitian hukum (Legal research). Pengertian dari penelitian hukum 
sendiri adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada 
ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu 
hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.10 Teknik 
pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini dilakukan dengan cara : 
1. Teknik Studi Kepustakaan 
Adalah menelaah bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi 
peraturan perundang-undangan, media cetak, internet dan buku-buku 
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 
2. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 
seorang yakin pewancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang di 
rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian dengan narasumber. Dilakukan Tanya jawab secara langsung 
dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah 
sesuai isu hukum yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung 
ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.  
Wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan oleh penulis 
ditujukan kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan 
Umum Daerah BPR X yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode interpretasi 
atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam 
peraturan perundang-undangan. Adapun metode interpretasi yang 
digunakan adalah Interpretasi Sistematis yaitu merupakan metode untuk 
menafsirkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bagian 
                                                             





dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan cara 
menghubungkan dengan perundang undangan yang lain.11 Teknik analisis 
interpretasi sistematis ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, 
tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari 
suatu sistem.12 Sehingga dalam metode ini, penafsiran dilakukan dengan 
cara menghubungkan norma yang satu dengan norma hukum yang 
lainnya maupun aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi 
secara hierarki peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang yang 
paling rendah terhadap Undang-Undang yang paling tinggi yakni Undang-
Undang Dasar. 
 
G.  Definisi Konseptual 
Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 
pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah – 
istilah dalam judul skripsi maupun substansi penelitian. Sesuai dengan 
judul penelitian yaitu : Akibat Hukum Kepemilikan Saham oleh Perorangan 
Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berbentuk Perusahaan Umum Daerah 
(Studi Kasus Perumda BPR X). 
Beberapa definisi konseptualnya yaitu: 
a. Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa 
hukum. 
b. Upaya Hukum adalah suatu penyelesaian permasalahan atau 
perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. 
c. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Daerah. 
d. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda 
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu 
daerah dan tidak terbagi atas saham. 
                                                             
11 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2013, hlm 16. 
12 Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta. Universitas Atmajaya. 2010.






e. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda 
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham 
yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) 
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. 
f. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 







  Bab ini berisi lima sub bab. Bagian pertama tinjauan pustaka berisi 
tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum. Melihat BUMD 
secara umum dari sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan. Bagian 
kedua dan ketiga merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang sudah 
dibahas pada bagian pertama. Mengkaji mengenai dua bentuk hukum dari 
BUMD yakni Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan Perusahaan 
Umum Daerah (Perumda). Bagian keempat meninjau tentang Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR), baik dari segi definisi maupun kegiatan usahanya. 
Bagian kelima berisi tentang Akibat Hukum,  terkait konsep dari akibat hukum. 
Dan terakhir bagian keenam berisi tentang Upaya Hukum, terdapat definisi 
upaya hukum secara general. Dari keseluruhan sub bab yang ada nantinya 
akan dielaborasi dan dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah yang 
ada. 
A. Tinjauan Umum Tentang BUMD 
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah. 13 Dimana Pemerintah Darah dalam BUMD dapat memiliki modal 
atau saham 100% (Seratus Persen) atau paling sedikit 51 % (Lima Puluh 
Satu Persen). BUMD merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaannya 
itu berada dibawah pengawasan, pengelolaan serta juga pembinaan 
pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD tersebut 
dimiliki atau dikuasai oleh daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang 
dipisahkan.  
Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-benar menjadi   
kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian 
                                                             
   13 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 





daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 
 BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya 
ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda).14 Pendirian BUMD didasarkan 
pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan 
dibentuk.15 Berdasarkan bentuk hukumnya BUMD terdiri atas:16 
a) Perusahaan Umum Daerah; dan  
b) Perusahaan Perseroan Daerah. 
2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah 
Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan 
Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah bisa 
dilihat sebagai berikut:17 
a. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;  
b. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang 
hak   kekayaaan usahanya;  
c. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal 
BUMD;  
d. BUMD pemimpinya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan 
dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);  
e. Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak 
pemerintah;  
f. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan 
negara;  
g. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan 
nasional; 
                                                             
             14 Pasal 331 Angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  224. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. 
             15 Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 
Daerah. Lembaran Negara 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173. 
16 Pasal 4 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah. Lembaran Negara 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6173. 
17 Salamadian, Pengertian BUMN & BUMD : Tujuan, Ciri, Bentuk-Bentuk dan    
Contoh BUMN BUMD (online). 2018. https://salamadian.com/bentuk-pengertian-bumn-





h. Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk 
mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil 
mungkin;  
i. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;  
j. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti 
lembaga perbankan dan non perbankan. 
Sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah 
terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh BUMD antara lain:  
a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;  
b. badan usaha dimiliki oleh:  
1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;  
2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;  
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau; 
4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.  
c. seluruhnya atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan;  
d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan  
e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. 
Yang menjadikan suatu badan usaha dikategorikan kedalam BUMD 
adalah adanya kepemilikan dari pemerintah daerah. Dalam hal BUMD yang 
dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, misalkan lebih satu 
daerah dengan bukan daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah 
satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).18 
 
3. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah 
BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi 
perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 
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karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata 
kelola perusahaan yang baik.  
Tujuan pendirian BUMD untuk pengembangan dan pembangunan 
potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Laba dari BUMD diharapkan 
memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. 
Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran 
BUMD dalam menopang PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi 
daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum 
Undang-Undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai 
sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya 
optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik 
dari segi manajemen. sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana 
yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan 
sektor perekonomian lainnya. Pendirian BUMD memiliki tujuan sebagai 
berikut: 19 
a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;  
 Salah satu tujuan penting dari BUMD adalah untuk menyelenggarakan 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 
karakteristik, dan potensi daerah masing masing berdasarkan tata 
kelola perusahaan yang baik.  Fungsi kemanfaatan umum dengan 
menyediakan barang dan atau jasa yang bermutubagi hajat hidup 
orang banyak, mencerminkan fungsi BUMD sebagai fungsi pelayanan 
public. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public dapat diartikan sebagai:20 
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20 Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik. 





 “Kegiatan atau rangkaian atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik.”  
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13, dikatakan bahwa dalam 
rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait pelayanan public, 
diperlukan lembaga (ombudsman) yang bertugas untuk mengawasi 
kegiatan tersebut. Penyelenggaraan kegiatan public tersebut dapat 
dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.21 Dalam 
Undang Undang tersebut, ruang lingkup pelayanan public dapat 
dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: (1) pelayanan barang; dan (2) 
jasa public dan pelayanan administratif. Dalam hal ini, pelayanan yang 
diberikan oleh BUMD lebih berorientasi kepada pelayanan public pada 
barang dan jasa. 
   c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan 
   Tujuan didirikannya BUMD sesuai dengan ketentuan Pasal 331 
ayat (4) UU Pemerintahan Daerah, sama seperti yang dikatakan oleh 
Devas ec.al dalam Edi Siswadi yang menyatakan bahwa salah satu 
tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan 
pekerjaan atau mendorong pembangunan ekonomi serta untuk 
menghasilkan penerimaan untuk penduduk.22 Pendapat yang sama 
dikatakan oleh Rustian Kamaludin yang mengatakan bahwa salah satu 
tujuan didirikannya BUMD adalah untuk mencari laba. Dapat diartikan 
BUMD sebagai unit organisasi dalam pemerintah daerah yang didirikan 
untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang 
mendirikan dan orestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan 
perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang 
sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai investor.23 Kecilnya 
penerimaan laba BUMD sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 
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Unggul, Bandung, Mutiara press, 2012, hlm 16 
23 Rustin kamaludin, Peran dan pemberdayaan BUMD dalam peningkatan 






Daerah (PAD) dikarenakan mayoritas usaha relative berskala 
menengah dan kecil. Disamping itu, usaha BUMD belum banyak yang 
mendasarkan pada asas ekonomi perusahaan, melainkan lebih banyak 
didasarkan atas pertimbangan pelayanan public. 
 
4. Syarat Pendirian Badan Usaha Milik Daerah 
Pemerintah daerah sebagai badan hukum dan akibat dari adanya 
otonomi daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD baik bentuk 
Perumda atau Perseroda ditetapkan oleh Peraturan Daerah.24 Yang 
dimaksud dengan "didirikan oleh Pemerintah Daerah" adalah pendirian 
BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) hanya oleh 1 
(satu) Pemerintah Daerah.25 Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 didasarkan pada: 
a. Kebutuhan Daerah; dan 
Sebagai dasar pendirian dari BUMD, kebutuhan daerah terdiri dari dua 
aspek yakni pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat.26 Kebutuhan 
Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan 
kebutuhan masyarakat, antara lain air minum, pasar, dan transportasi. 
b. Kelayakan Bidang Usaha BUMD yang akan dibentuk. 
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap 
kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan 
keuangan. Selain itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan 
seperti peraturan perundang undangan, ketersediaan teknologi, dan 
ketersediaan sumber daya manusia.
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B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Umum Daerah 
1. Pengertian Perusahaan Umum Daerah 
Pengertian Perusahaan Umum Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 334 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah),  Pasal 5 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 
Daerah (Selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2017), kemudian pada Pasal 
1 Angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah 
(Selanjutnya disebut Permendagri No. 94 Tahun 2017), ketiga Pasal 
tersebut menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya 
dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda 
dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perumda tersebut harus mengubah 
bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (perseroda). Jika 
dibandingkan dengan Perusahaan Umum (Perum), bahwa Perum adalah 
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, 
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan 
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Untuk pendiriannya nama 
perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum 
Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama 
perusahaan. Perusahaan Umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di 
wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian Perusahaan 
Umum Daerah. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor 
pusat Perusahaan Umum Daerah. 
 
2. Karakteristik Hukum Perusahaan Umum Daerah 
   Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017 terdapat beberapa karakteristik  
hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang membedakannya 





3. Status badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai 
diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian 
perusahaan umum Daerah mulai berlaku.27 
4. Kepemilikan modal seluruhnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah 
dan tidak terbagi atas saham. Namun dalam hal BUMD dalam bentuk 
Perumda dimiliki lebih dari satu daerah, bentuk hukumnya harus 
menyesuaikan menjadi Perseroda karena modalnya sudah terbagi 
menjadi saham saham.28  
5. Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan 
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain,29 sebagai upaya untuk 
mengembangkan usaha dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat Perumda bisa mengembangkan usahanya dengan cara 
membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada 
perusahaan lain. 
6. Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, 
dan Direksi.30 
7. Laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku 
wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.31 
 
3. Tujuan Pendirian Perusahaan Umum Daerah 
Menurut Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD menjelaskan 
bahwa : 
“Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka 
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 
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sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.” 
Artinya pendirian Perusahaan Umum Daerah bertujuan sebagai pelayanan 
masyarakat (public services), bukan semata-mata mencari keuntungan (profit 
oriented).  
4. Organ Perusahaan Umum Daerah  
Organ BUMD pada Perusahaan umum Daerah telah dijelaskan dalam 
beberapa pasal dalam PP  No. 54 Tahun 2017 yang terdiri atas:  
a. Kuasa Pemilik Modal (KPM) 
Kepala Daerah sebagai kuasa pemilik modal atas Pemerintah Daerah 
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan 
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan 
Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan 
Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan 
kepada Direksi atau Dewan Pengawas. KPM adalah organ tertinggi dalam 
BUMD berbentuk Perumda. Kewenangan Kepala Daerah sebagai pemilik 
modal tersebut meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk 
Perumda. 
b. Dewan Pengawas 
Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang 
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Pasal 
37 PP No. 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Dewan Pengawas dalam 
Perumda ditunjuk dan diberhentikan oleh KPM. Dewan Pengawas dapat 
terdiri dari unsur independen maupun unsur lainnya seperti Pejabat 
Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas 
melakukan pelayanan publik selama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa 
jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan dan jumlah anggota Dewan Pengawas ditentukan 
oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.  
Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas dalam Perumda juga 
wajib melaporkan hasil pengawasan mereka kepada KPM. Dewan 





menjalankan tugasnya. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung 
jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 
menjalankan tugasnya. 
c. Direksi 
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan 
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
(AD). Dalam Perumda KPM mempunyai wewenang untuk mengangkat, 
memberhentikan, menentukan jumlah dan penghasilan Direksi. Jumlah 
anggota Direksi paling sedikit adalah 1 (satu) orang dan paling banyak 
adalah 5 (lima) orang. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling 
lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian 
khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa 
jabatan yang ketiga.  
Sejalan dengan ketentuan Dewan Pengawas, Direksi dilarang 
memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain, 
jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, maupun yang 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepailitan terjadi 
karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup 
untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi 
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dimaksud. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Perseroan Daerah 
1. Pengertian Perusahaan Perseroan Daerah 
Pengertian Perusahaan Perseroan Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 
339 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 
2017, Pasal 1 Angka (5) Permendagri No. 94 Tahun 2017, ketiga Pasal 
tersebut menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan 
BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Berbeda dengan Perumda yang 





sehingga tidak terbagi dalam saham. Modal Perseroda terdiri dari saham-
saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri 
atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan 
pemegang saham mayoritas. Apabila dalam Perumda, Kepala Daerah 
berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM), namun 
dalam Perseroda Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang 
saham. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki 
saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut 
didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang 
profesional dan independen. Setelah pendirian Perseroda ditetapkan 
dengan Perda, Selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
Perseroan Terbatas. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan 
Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan 
perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Untuk pendiriannya 
penulisan nama Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan secara singkat, 
kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. 
Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah 
Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian Perusahaan 
Perseroan Daerah. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan 
kantor pusat Perusahaan Perseroan Daerah. 
 
2. Karakteristik Hukum Perusahaan Perseroan Daerah 
   Meskipun sama sama tergolong ke dalam BUMD, jika dilihat lebih 
spesifik terdapat beberapa perbedaan yang membedakan Perseroda 
dengan Perumda. Berdasarkan pada beberapa peraturan perundang 
undangan terkait terdapat beberapa karakteristik dari Perseroda antara 
lain: 
1. Status hukum Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagai 
badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 





Terbatas.32 Pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa status badan hukum 
perseroan diperoleh pada saat diterbitkannya keputusan menteri 
mengenai pengesahan bsadan hukum perseroan.33 
2. Modalnya terbagi atas sero-sero, dengan kepemilikan salah satu 
pemeritah daerah minimal 51%.34 Dalam Perseroda meskipun 
dimiliki oleh beberapa daerah, salah satu daerah harus memiliki 
kepemilikan  mayoritas sedikitnya 51%. 
6. Organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas RUPS, Komisaris, 
dan Direksi.35 Organ perusahaan pada perseroda sama dengan 
organ yang ada pada Perseroan Terbatas (PT) karena pada 
dasarnya bentuk dari Perseroda adalah PT, sehingga secara tidak 
langsung tunduk pada ketentuan yang ada pada peraturan 
perundang undangan yang mengatur tentang PT. 
7. Penggunaan laba Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Perseroan Terbatas.36 Deviden Perseroda 
yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah 
disahkan oleh RUPS.37 
3. Tujuan Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah 
Tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
(public service), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola 
potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan 
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keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. 
 
4. Organ Perusahaan Perseroan Daerah 
Organ perusahaan perseroan daerah menurut PP No. 54 Tahun 2017 
terdiri atas: 
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang 
yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS berwenang atas 
segala hal yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Dalam hal ini 
Kepala Daerah merupakan wakil Daerah selaku pemegang saham 
perusahaan perseroan Daerah di RUPS atau dapat juga memberikan kuasa 
berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah. 
b. Komisaris 
Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Selain 
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi 
Komisaris dalam Perseroda juga wajib melaporkan hasil pengawasan 
mereka kepada RUPS. Anggota Komisaris diangkat, diberhentikan oleh 
RUPS, RUPS juga mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah dan 
penghasilan anggota Komisaris. Anggota Komisaris diangkat untuk masa 
jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan dan jumlah anggota Komisaris ditentukan oleh 
RUPS paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Anggota Komisaris dapat 
terdiri dari unsur independen maupun unsur lainnya seperti Pejabat 
Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas 
melakukan pelayanan publik selama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Komisaris tidak diperbolehkan untuk memangku 
jabatan rangkap dalam menjalankan tugasnya. Apabila anggota Komisaris 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung 







Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan 
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar. Direksi dalam Perseroda diangkat oleh RUPS, dengan tugas serta 
wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMD. Sejalan dengan 
ketentuan Komisaris, Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai 
anggota Direksi Perusahaan lain, jabatan yang dapat menimbulkan konflik 
kepentingan, maupun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.  
Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas. 
Dalam Perseroda, RUPS mempunyai wewenang untuk mengangkat, 
memberhentikan, menentukan jumlah dan penghasilan Direksi. Jumlah 
anggota Direksi paling sedikit adalah 1 (satu) orang dan paling banyak 
adalah 5 (lima) orang. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling 
lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian 
khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa 
jabatan yang ketiga.  
Sejalan dengan ketentuan Komisaris, Direksi dilarang memangku 
jabatan rangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain, jabatan yang 
dapat menimbulkan konflik kepentingan, maupun yang dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepailitan terjadi karena 
kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk 
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi 
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dimaksud. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat 
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang 
dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR 





BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur 
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 
Perbankan). Menurut Pasal 1 angka 4 UU Perbankan BPR adalah : 38 
 “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 
Sedangkan, pengertian BPR Milik Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 
angka 3 Permendagri No. 94 Tahun 2017 adalah: 39 
“Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank 
Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh daerah.” 
Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak terdapat perubahan sehingga 
tetap mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) Undang Undang Perbankan Nomor 7 
Tahun 1992. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa 
salah satu dari Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas 
(PT), Bentuk lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Sedangkan, bentuk hukum BPR milik Pemerintah Daerah apabila 
mengacu pada Permendagri No. 94 Tahun 2017 bentuk hukumnya yaitu 
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah 
(Perseroda). 
 
2. Syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat 
Masalah pemberian izin dan kegiatan usaha BPR telah diatur dalam 
Peraturan Perbankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana pada 
Pasal 2 bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan 
atau melakukan kegiatan usaha dengan terlebih dahulu mendapatkan izin 
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dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemberian izin tersebut dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, yaitu:40 
a. Persetujuan Prinsip adalah tahap persiapan atau tahap awal untuk 
pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
b. Permintaan Izin Usaha adalah tahap untuk mendapatkan izin dalam 
rangka untuk melakukan kegiatan usaha BPR. 
Menurut Pasal 5 Permendagri No. 94 Tahun 2017 pendirian BPR dapat 
didirikan dengan: 
“a. Daerah dapat mendirikan BPR. 
b. Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Perda. 
c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat 
maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, 
besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris 
dan penggunaan laba. 
d. Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada 
kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk." 
 
3. Tujuan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat 
Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu : 
a. diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan 
bagi masyarakat pedesaan. 
b. menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan 
sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat 
terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang. 
c. melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang 
mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-
orang relatif rendah pendidikannya. 
d. ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan 
turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan 
menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan 
uang bagi penabung kecil. 
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Sedangkan, menurut Pasal 2 Permendagri No. 94 Tahun 2017, pendirian 
BPR bertujuan untuk:41 
“a.  memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;  
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;  
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang 
efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  
d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan  
e. memperoleh laba atau keuntungan." 
 
4.  Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, usaha Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) meliputi :42 
“a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 
itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan 
pada bank lain.”  
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 94 Tahun 2017, usaha 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:43 
“a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk 
simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan; 
b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha 
rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha 
mikro kecil dan menengah;  
c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;  
d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;  
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e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana 
untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  
f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa 
dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan." 
 
5. Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilakukan Bank Perkreditan Rakyat 
 Kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 
yaitu:44 
“a. Menerima simpanan berupa giro 
 b. Melakukan usaha asuransi 
 c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 
d. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan 
concernt terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 













E. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum 
1. Pengertian Akibat Hukum 
Pengertian mengenai akibat hukum menurut Soeroso adalah merupakan 
“akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat 
yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang 
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dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna 
memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.”45 Definisi lain dari 
akibat hukum menurut Pipin Syarifin adalah “segala akibat yang terjadi dari 
segala perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek 
hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu 
oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai 
akibat hukum.”46 
Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi 
subyek hukum yang bersangkutan. Dalam contoh suatu pihak yang 
mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari 
perjanjian jual beli tersebut dengan adanya subyek hukum yang 
mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan memiliki kewajiban untuk 
membayar barang tersebut. Dan begitu pula sebaliknya subyek hukum 
yang lain memiliki hak untuk mendapatkan uang dan dan memiliki 
kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut. Dari perbuatan tersebut 
maka lahirlah akibat hukum dalam hal jual beli. Akibat hukum sendiri dapat 
berwujud sebagai berikut:  
a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 
b. Lahirnya, atau berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan 
hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban 
pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya; 
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum; 
dan 
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian darurat 
(overmacht) oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap 
sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan 
tersebut terlarang menurut hukum.  
Sementara itu untuk dapat mengetahui muncul atau tidaknya suatu 
akibat hukum, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut, yakni: 
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a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 
obyek hukum yang menimbulkan akibat tertentu dari perbuatan tersebut, 
yang mana akibatnya telah diatur oleh hukum; dan  
b. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dan 
berhubungan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-
Undang. 
Berkorelasi dengan penjelasan diatas, dalam hal ini akibat hukum timbul 
dari adanya suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, yaitu peristiwa 
hukum dan perbuatan hukum. yang dimaksud dengan peristiwa hukum 
sendiri menurut Van Apeldorn adalah “suatu peristiwa yang didasarkan 
hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak seseorang.” Peristiwa 
hukum merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan 
suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang 
tercantum didalamnya dapat diwujudkan. Apabila didalam masyarakat 
timbul suatu peristiwa, dan peristiwa tersebut sesuai dengan yang telah 
diatur didalam peraturan hukum, maka peraturan tersebut dikaitkan 
dengan peristiwa tersebut.47 Peristiwa hukum sendiri dapat digolongkan 
menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Peristiwa hukum karena perbutaan subyek hukum (perbuatan 
manusia), dimana perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum 
yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh: Jual Beli. 
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (yang 
bukan perbuatan manusia). Contoh: Kematian seseorang secara wajar. 
Lebih lanjut, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya 
akibat hukum tidak dapat dilepaskan dari perbuatan hukum, untuk itu 
Sudarsono mendefinisikan bahwa perbuatan hukum merupakan “setiap 
perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh 
dianggap menjadi kehendak yang melakukan perbuatan tersebut.”48 
Perbuatan hukum sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perbuatan 
yang diatur oleh satu hukum, yang dilakukan oleh satu pihak saja (bersegi 
satu) maupun yang dilakukan oleh dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat 
hukumnya (rechtsgevolg) timbul karena satu pihak saja, maka perbuatan 
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tersebut merupakan perbuatan hukum satu pihak. Jika akibat hukum 
timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar, maka 
perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum dua pihak.49 Unsur-unsur dari 
perbuatan hukum sendiri terdiri dari:  
a. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh subyek hukum; 
b. Perbuatan tersebut akibatnya diatur oleh hukum; dan 
c. Perbuatan tersebut akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan 
perbuatan tersebut. 
 
F. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum 
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa 
Frans Hendra Winarta, dalam bukunya Hukum Penyelesaian 
Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa 
dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek 
pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya 
dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para 
pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa 
secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah 
alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.50 
Penyelesaian sengketa berdasar pada adanya sengketa antara kedua 
belah pihak. Baik Individu dengan individu, antara individu dengan 
kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan 
perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu 
dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik 
maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional 
maupun internasional. Adanya suatu perkara/pertentangan antara kedua 
belah pihak yang bersengketa membutuhkan langkah langkah dalam 
menyelesaikan masalah yang disetujui oleh kedua belah pihak yakni 
penyelesaian sengketa.  
Rachmadi Usman, dalam bukunya Mediasi di Pengadilan, bahwa 
selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat 
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diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan 
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.51 Perbedaan mendasar dari keduanya yakni hasil dari kedua 
cara/metode keduanya. Penyelesaian sengketa secara litigasi menghasilkan  
putusan hakim. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadialan 
(non-litigasi) menghasilkan kesepakatan.  
 
2. Jenis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi 
Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing 
lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut:52 
a) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu 
pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, 
dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 
dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 
b) Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama 
atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.  
Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah 
yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 
memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini 
selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, 
negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan 
dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis 
dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari 
permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.53 
Negoisasi merupakan komunikasi langsung yang didesain langsung 
untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai 
kepentingan yang sama atau berbeda. Kesepakatan tersebut dibangun oleh 
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para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.54 Gatot 
Soemartono dalam bukunya Arbitrase dan Mediasi di Indonesia 
menjelaskan bahwa dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa 
melakukan perundingan secara langsung tanpa dibantu pihak ketiga 
meskipun pada dasarnya mereka dapat didampingi oleh pengacaranya 
masing-masing. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para 
pihak yang bersengketa sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama atas 
dasar prinsip win win solution.55 
Pada umumnya, berhasil tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui 
negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih teknik 
negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip prinsip umum negosiasi serta 
langkah langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahapan negosiasi.56 
Kualitas dari suatu proses negosiasi dilihat dari para negosiator yang akan 
bernegosiasi, apakah negosiator bertindak atas namanya sendiri atau 
sebagai wakil atau penerima kuasa.. Kedua peran yang diemban oleh 
negosiator memiliki keunggulan dan kekurangannya masing masing.57 
 Kekuatan peran langsung adalah para pihak dapat mengambil 
keputusan lebih tepat dan pasti, karena tidak diperlukan lagi konsultasi 
dengan pihak lain. Kelemahannya adalah tidak ada kesempatan lagi untuk 
mundur karena posisi masing masing dari mereka terbuka, dimana para 
pihak secara langsung bertatap muka. Kegagalan yang terjadi akibat 
negosiasi langsung tersebut akan memperburuk masalah sengketa.58 Peran 
sebagai wakil atau kuasa memiliki beberapa kelemahan antara lain jika 
kewenangan wakil terlalu dibatasi, hal tersebut dapat mengurangi 
kredibilitas dari wakil. Artinya pengambilan keputusan kemungkinan akan 
berjalan dengan lambat. Karena setiap ada tawaran baru dari pihak lawan, 
wakil tidak berani langsung mengambil keputusan dan harus mendapat 
persetujuan dari orang yang diwakilinya. 
                                                             
54 Pihak ketiga sebagai penengah dapat dibedakan lagi menjadi pihak yang 
tidak berwenang mengambil keputusan seperti mediasi dan pihak yang berwenang 
untuk mengambil keputusan seperti arbitrase. 
55 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Buku, Gramedia 
Pustaka, Jakarta, hlm 123 
56 Ibid. 
57 Ibid. 





 Durasi dari proses negosiasi bergantung pada strategi dan 
ketrampilan yang digunakan dalam negosiasi. Sehingga penting kiranya 
untuk setiap negosiator memahami tahapan dari proses negosiasi, agar 
proses negosiasi berjalan efektif dan diselesaikan dalam waktu yang cepat. 
Menurut Gatot Soemartono dalam bukunya Arbitrase dan Mediasi di 
Indonesia menjelaskan bahwa dalam mediasi pada dasarnya terdiri dari 
beberapa tahap yang harus dilewati yakni:59 
a. Ketentuan Ketentuan dalam negosiasi, berisi terkait dengan 
kesepakatan terhadap lokasi, waktu, periode hingga pihak pihak lain yang 
mungkin terlibat dalam negosiasi. Selain itu dalam itu di tentukan juga 
langkah selanjutnya apabila negosiasi tidak berjalan sesuai yang 
diinginkan. 
b. Mendefinisikan isu atau persoalan, dilakukan dengan menyusun 
beberapa isu, dengan memilah antara isu utama dengan isu sampingan.  
c. Menggabungkan beberapa isu, dapat dimaknai sebagai langkah 
untuk menggabungkan semua isu yang disusun dalam daftar. Selanjutnya 
menentukan isu yang paling penting dan saling berhubungan. 
d. Mendefinisikan kepentingan, menanyakan kembali apakah hal 
yang diinginkan tersebut sesuai dengan nilai, prinsip, serta kepentingan 
yang ingin dicapai dalam negosiasi 
e. Berkonsultasi dengan pihak lain, dilakukan setelah menentukan 
beberapa isu penting, mengevaluasi kepentingan yang saling 
berseberangan tersebut. 
 Hasil akhir dari proses negosiasi adalah dituangkannya hasil dari 
kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis atau 
jika perlu sebaiknya dengan akta autentik(Akta notaris) dan secepatnya 
dilaksanakan. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan 
perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan 
kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. 
 Dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 disebutkan 
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 
sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam 
                                                             





waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 
suatu kesepakatan tertulis.” Kesepakatan penyelesaian sengketa tau beda 
pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk 
dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan 
negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
penandatanganan.60 
c) Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 
mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) 
diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator 
hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.61 
d) Konsiliasi:  Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator 
berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan 
fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat 
menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.62 
Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para 
pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. 
e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat 
teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 
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61 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, Jakarta, 2005,  hlm.236 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam Bank 
Perkreditan Rakyat Berbentuk Perusahaan Umum Daerah 
1. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Perbankan 
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi 
sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. 
Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian 
daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang 
kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 
meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai 
bagian laba BUMD. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya 
disebut UU Perbankan), mengatur tentang usaha bank sedangkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya 
disebut UU Pemerintahan Daerah) mengatur BUMD. Pengaturan BUMD 
dibidang perbankan dikaji dari sisi UU Perbankan dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Didalam Pasal 1 angka 40 UU Pemerintahan Daerah disebutkan definisi 
BUMD yaitu “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Daerah”. Dimana di dalam Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak 
menyebutkan definisi BUMD namun hanya menyebutkan bahwa 
Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, 





dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. 
b. BUMD di bidang perbankan sebagai usaha yang bergerak di bidang 
perbankan berada pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang 
sebelumnya adalah kewenangan Bank Indonesia. Sejak 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang terhadap pengaturan 
dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan 
pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan 
mengenai aspek kehati-hatian bank, pemeriksaan bank dan perizinan 
pendirian bank.  
c. Pada UU Pemerintahan Daerah disebutkan bentuk hukum dari BUMD 
yaitu Perusahaan umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan 
Daerah (Perseroda) yang mana sebelumnya pada Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan 
apa saja bentuk hukum BUMD. 
d. Pendirian BUMD adalah dengan Peraturan Daerah kemudian jika 
berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah mengikuti ketentuan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). 
e.  Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 jo. 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 sebagai BUMD di 
bidang perbankan dapat memlih jenis usahanya berupa Bank Umum 
atau Bank Perkreditan Rakyat dan menyetor modal minimal yaitu : 
Bank Umum : Rp. 3.000.000.000.000, BPR di DKI Jakarta raya: Rp. 
5.000.000.000, di Ibukota Propinsi di Pulau Jawa & bali dan di wilayah 
Kabupaten atau Kota Botabek: Rp. 2.000.000.000, di Ibukota Provinsi 
di luar Pulau Jawa & bali: Rp. 1.000.000.000, dan wilayah lain di luar 
wilayah di atas: Rp. 500.000.000. 
f. Sebagai BUMD haruslah berpijak pada tujuan BUMD dalam UU 
Pemerintahan Daerah yaitu:63 
                                                             






a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah 
pada umumnya;  
b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup 
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang 
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan  
c) memperoleh laba dan/atau keuntungan. 
 
g. Sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Perbankan menjalankan 
fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 
intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan 
kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. Dengan prinsip-prinsip operasional bank, yakni 
kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehatihatian (prudential 
principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle) dan prinsip 
mengenal nasabah (know your costumer principle) dan tunduk pada 
Pengaturan mengenai perbankan Indonesia.64 
a. Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle) adalah suatu asas 
yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank 
berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan 
kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan 
banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan 
kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 
ayat (4) UU Perbankan. 
b. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) adalah suatu prinsip yang 
menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik 
dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada 
masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip 
kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat 
menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-
ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia 
perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 
ayat (2) UU Perbankan. 
                                                             






c. Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle) diatur dalam Pasal 40 sampai 
dengan Pasal 47A UU Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib 
merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban 
merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban 
merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk 
kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah 
diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia 
Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan 
pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank 
dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar 
bank. 
d. Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle) adalah 
prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui 
identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk 
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal 
nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal 
nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan 
berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, 
menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan 
ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, 
dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. 
h. Pengelolaannya harus berdasarkan pengelolaan sebagai BUMD dan 
sebagai usaha Perbankan yang harus memperhatikan peraturan 
Perundang-undangan mengenai perbankan dan BUMD. Menurut Pasal 
343 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah pengelolaan BUMD paling 
sedikit harus memenuhi unsur : 65 
"1) tata cara penyertaan modal;  
2) organ dan kepegawaian;  
                                                             
65 Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  224. Tambahan 






3) tata cara evaluasi;  
4) tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);  
5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;  
6) kerjasama;  
7) penggunaan laba;  
8) penugasan Pemerintah Daerah;  
9) pinjaman;  
10) satuan pengawas intern, komite audit dan komitelainnya;  
11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;  
12) perubahan bentuk hukum;  
13) kepailitan; dan  
14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan." 
 
2. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Perbankan 
Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang 
Badan Usaha Milik Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan BPR 
Milik Pemerintah Daerah. 
Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk 
mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud 
dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU Pemerintahan Daerah dan 
Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada 
pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 
Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:66 
“a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;  
b. Badan usaha dimiliki oleh:  
1) 1 (satu) pemerintah daerah;  
2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;  
3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau  
4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.  
c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan 
daerah yang dipisahkan.  
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d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan  
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha." 
Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan 
didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD 
yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup 
aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan 
bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, 
analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis 
aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-
undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya 
manusia.67 
Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, 
maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. 
Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 
ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh 
modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan 
demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 
PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat 
(1) UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 
adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya 
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh 
satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk 
Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya 
disebut UU Perseroan Terbatas). Perseroan terbatas adalah persekutuan 
yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.68  
Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 Angka 
(1) UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan PT adalah badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 
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dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU 
Perseroan Terbatas beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada 
PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang 
terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk 
pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu 
hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang 
dimiliki.69 Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal 
saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip 
pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban 
terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijheid atau tanggung 
jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau 
shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung 
jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.70 
Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 
yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal 
daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian 
BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, 
terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) 
saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah 
tidak melanggar UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan pendirian PT 
harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang 
menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau 
lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh 
negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara 
otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang 
bersangkutan.  
Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk 
memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti 
terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, 
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asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda 
dimiliki oleh satu daerah. Dengan demikian, Perseroda dapat dimiliki oleh:71 
"1. Satu pemerintah daerah yang memiliki seluruh saham 
Perseroda.  
2. Lebih dari satu pemerintah daerah, dimana salah satu 
pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham.  
3. Satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana 
pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki saham paling 
sedikit 51%. 
4. Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, 
dimana salah satu pemerintah daerah memiliki saham paling 
sedikit 51%." 
 
Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka 
dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah 
satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. 
Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk 
badan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, status 
badan hukum Perumda diperoleh pada saat Perda yang mengatur 
mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, 
berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda 
sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang mengatur mengenai PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).  
Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, Perseroda 
memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Adapun yang 
dimaksud dengan badan hukum (rechtspersoon) menurut burgerlijk 
wetboek (BW) atau KUH Perdata, adalah sekumpulan orang yang di dalam 
lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi 
tunggal atau corporatie. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, badan hukum 
adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa eigenaar 
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atau owner atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan 
sebagai badan pribadi.72 
Sebagai suatu badan hukum, Perumda dan Perseroda diperlakukan 
sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan 
sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori 
fiksi (fictie theorie) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap 
sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan 
untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. 
Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan 
badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam 
tindakannya memiliki tanggung jawab maka badan hukum juga 
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.73 Mengingat badan 
hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan 
untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran 
yang sangat penting karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan 
mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan. 
Satu di antara berbagai macam bentuk usaha perbankan adalah Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu suatu bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.74 
Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank 
umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan 
perasuransian. 
Dengan merujuk pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR dapat 
didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, pada tatanan peraturan 
perundangan, aturan mengenai BPR milik Pemerintah Daerah telah 
mengalami beberapa perubahan menyesuaikan kondisi perkembangan 
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zaman. Terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 
Pasal 409 huruf a yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi 
pada berubahnya pedoman dan tata cara pengaturan bagi Bank 
Perkreditan Rakyat guna peningkatan dan penguatan peran BPR dalam 
pembangunan daerah, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan 
Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Permendagri No. 94 Tahun 2017). Secara 
umum Permendagri No. 94 Tahun 2017 mengatur tentang bentuk badan 
hukum perusahaan, kedudukan direksi dan sumber-sumber permodalan. 
Berdasarkan Permendagri No. 94 Tahun 2017 pada Pasal 1 Angka (3) 
menyatakan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan 
jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh daerah.” 
 
Menurut Pasal 3 Permendagri No. 94 Tahun 2017, BPR dapat melakukan 
berbagai kegiatan usaha yang meliputi:75 
"a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk 
simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan; 
b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha 
rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha 
usaha mikro kecil dan menengah; 
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; 
d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; 
e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana 
untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa 
dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
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g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan." 
 
Selain membantu Pemerintah Daerah dan Desa, BPR memiliki penetrasi 
yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum khususnya untuk usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM). Keberhasilan BPR dalam memberikan 
pelayanan kepada UMKM antara lain adalah lokasi BPR yang lebih dekat 
dengan pasar, prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang lebih 
cepat, dan pendekatan personal (relationship marketing) yang lebih baik 
dengan pelanggan.76 Menurut Pasal 2 Permendagri No. 94 Tahun 2017, 
Pendirian BPR bertujuan untuk:77 
"a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;  
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;  
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, 
efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,  
d. sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan  
e. memperoleh laba atau keuntungan." 
Sebagai badan usaha, terdapat opsi untuk mendirikan BPR yaitu sebagai 
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah 
(Perseroda), yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Perusahan Umum Daerah (Perumda)  
Pembentukan badan hukum BPR berupa Perumda dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha 
Milik Daerah.78 Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu 
daerah dan tidak terbagi atas saham.79 Perumda dapat melakukan 
restruksturisasi untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara 
efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Dalam hal Perumda akan 
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dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah 
bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak 
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ 
Perumda terdiri atas: 
(1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;  
(2) Direksi; dan  
(3) Dewan pengawas. 
Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba 
yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh 
kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas 
persetujuan kepala daerah, dengan tujuan reinvestment berupa 
penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan 
fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan 
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan. 
Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang 
dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah. 
2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) 
Pembentukan badan hukum BPR berupa Perseroda dilakukan sesuai 
Undang-Undang Perseroan Terbatas,80 yang modalnya terbagai dalam 
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per 
seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.81 Setelah pendiriannya 
ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, 
dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas 
beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan 
pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak 
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan 
anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh 
analis investasi yang profesional dan independen. Organ Perseroda terdiri 
atas:  
(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);  
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(2) Direksi; dan  
(3) Komisaris. 
Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan 
menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah. 
 
3. Implikasi Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan 
Umum Daerah Di Bidang Perbankan  
Sebagaimana telah dipaparkan Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu 
daerah. Pada Perumda, kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah 
berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 
Permendagri No. 94 Tahun 2017, Kepala Daerah adalah gubernur, 
bupati/wali kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 
Kepemilikan seluruh modal oleh satu daerah tersebut penting karena 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2017 untuk 
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan 
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam Penjelasan Pasal 8 
PP No. 54 Tahun 2017 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
“penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:82 
"a) usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan 
b) usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika 
dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah." 
 
Dengan memiliki seluruh modal maka daerah dapat menentukan arah 
kebijakan Perumda untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum guna 
memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik. Sebagai entitas bisnis 
yang menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat, tarif jasa dan/atau barang yang diproduksi 
Perumda wajib diupayakan semurah mungkin agar terjangkau oleh semua 
lapisan masyarakat. Di sisi lain, meskipun bukan suatu prioritas, Perumda 
masih tetap harus mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang 
telah ditetapkan. Kondisi tersebut dirasa cukup memberatkan Perumda 
karena harus “berdiri di dua kaki” yaitu di satu sisi harus memberikan 
pelayanan yang optimal kepada masyarakat (public service), dan di sisi 
yang lain juga harus mengejar target PAD yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan Pasal 332 UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) 
PP No. 54 Tahun 2017, tambahan modal Perumda dapat diperoleh dari: 
a) penyertaan modal daerah; 
b) pinjaman; 
c) hibah; dan 
d) sumber modal lainnya, di antaranya dari kapitalisasi cadangan dan 
keuntungan revaluasi aset. 
Tambahan modal dari penyertaan modal daerah dan pinjaman tidak 
seketika dapat didapatkan karena harus mendapatkan persetujuan dari 
kepala daerah dan DPRD mengingat penyertaan modal tersebut harus 
ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dapat berupa uang dan 
barang milik daerah. Barang milik daerah yang disertakan tersebut harus 
dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan 
penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan 
penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.83 Penyertaan modal Pemerintah 
Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, 
dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah 
Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah 
merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD 
dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan 
kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
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diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat 
berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal 
Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar 
penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) mengatur bab mengenai 
hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, 
perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana 
masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat 
memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada daerah dan 
menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian 
pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih 
dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu, untuk 
penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat 
memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada 
perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.84 
Pada perkembangannya, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) PP No. 54 
Tahun 2017, Perumda dapat berubah bentuk menjadi Perseroda. Bahkan 
Pasal 334 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk 
melakukan perubahan bentuk Perumda menjadi Perseroda dalam hal 
Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Terkait dengan 
perubahan bentuk hukum tersebut, UU Pemerintahan Daerah dan aturan 
pelaksananya yaitu PP No. 54 Tahun 2017 tidak mengatur perubahan 
tujuannya. Pasal 114 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 hanya memberikan 
petunjuk bahwa perubahan bentuk hukum BUMD tesebut dilakukan dalam 
rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menyebutkan tujuan 
seperti apa yang akan dicapai setelah terjadi perubahan bentuk hukum 
tersebut. Akibatnya tidak ada kejelasan apakah tujuan Perseroda hasil 
perubahan bentuk hukum dari Perumda juga ikut berubah, yaitu tidak lagi 
berorientasi pada pelayanan umum melainkan lebih menitikberatkan pada 
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keuntungan (profit oriented). Ketidakjelasan tersebut muncul karena 
Perseroda  bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara membagi 
atas saham-saham perorangan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 
Prof. Soekardono bahwa Perusahaan adalah suatu perikatan yang bercorak 
khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.85 Meskipun tidak 
ada pengaturan mengenai perubahan tujuan dimaksud, perubahan bentuk 
Perumda menjadi Perseroda diharapkan tidak merugikan masyarakat. 
Selain harus “berdiri di dua kaki”, implikasi lain dari bentuk hukum 
Perumda adalah besarnya kewenangan kepala daerah selaku KPM. Hal ini 
dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 yang 
menyebutkan bahwa kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda 
berkedudukan sebagai pemilik modal. Dalam kedudukannya tersebut, 
kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang 
dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.86 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 
2017, direksi dan dewan pengawas adalah organ Perumda. Oleh karena 
itu, sesuai dengan teori organ (organt theorie) direksi dan dewan 
pengawas memiliki peran penting mewakili Perumda selaku badan hukum 
untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan dan atas nama 
Perumda. Teori organ tersebut dikembangkan oleh Von Gierke yang 
mengemukakan bahwa badan hukum bukanlah hal yang fiktif, melainkan 
sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia. Jika manusia 
mempunyai alat (organ) seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat, 
ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak, maka badan hukum 
juga mempunyai alat (organ) yang bertindak untuk kepentingan dan atas 
nama badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh 
organnya.87  
Mengingat pentingnya direksi dan dewan pengawas sebagai organ 
Perumda yang mewakili Perumda maka direksi dan dewan pengawas harus 
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dapat menjalankan tugasnya dengan baik, independen, tanpa ada 
intervensi dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Adapun tugas direksi 
berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 adalah melakukan 
pengurusan Perumda. Sedangkan tugas dewan pengawas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 adalah melakukan 
pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah dan, mengawasi dan 
memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan 
perusahaan umum Daerah. Independensi direksi dan dewan pengawas 
dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tanpa ada intervensi dari siapapun 
termasuk dari KPM dan dalam bentuk apa pun merupakan pelaksanaan dari 
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).  
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan 
Good Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan 
intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan.88 Pengertian tata kelola perusahaan yang baik 
juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka (9) PP No. 54 Tahun 2017 yang 
mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem 
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 
menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan 
keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.  
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92 ayat (3) PP No. 54 Tahun 
2017, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut bertujuan 
untuk:  
"a. Mencapai tujuan BUMD;  
b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing 
yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;  
c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, 
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;  
d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan 
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 
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terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab 
sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian 
lingkungan di sekitar BUMD;  
e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan  
f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi 
nasional." 
 
Mengacu pada pengertian Good Corporate Governance sebagaimana 
dipaparkan diatas dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu 
kemandirian maka masing-masing organ Perumda harus dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi 
dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun 
termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengaruh atau tekanan dari KPM tersebut dimungkinkan terjadi, 
apalagi direksi dan anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan 
oleh KPM. Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, 
penghasilan direksi dan dewan pengawas juga diputuskan oleh KPM. 
Dengan kemandirian, diharapkan tujuan tata kelola perusahan yang baik 
yaitu Perumda dapat dikelola secara profesional, efektif, dan efisien dapat 
tercapai. 
Besarnya kewenangan KPM berimplikasi pada pelaksanaan tugas direksi 
dalam mengurus Perumda. Direksi kurang leluasa dan kurang berani dalam 
melakukan aksi bisnis (business action) dan ekspansi bisnis karena terlebih 
dahulu harus berkonsultasi dan meminta persetujuan dari KPM jika hendak 
mengambil keputusan atau tindakan strategis. Direksi hanya tinggal 
mengikuti arahan atau instruksi dari KPM. Sistem birokrasi yang demikian 
menyebabkan kinerja Perumda menjadi lamban. 
Perusahaan Umum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan yang sehat.89 Jika ditelaah dari tujuan perusahaan umum 
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adalah bergerak dalam bidang-bidang jasa vital atau public utilites.90 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia vital dapat diartikan sangat 
penting (kehidupan orang) atau menyangkut hajat orang banyak.91 Vital 
artinya sangat penting dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh organ lain. 
Logikanya vital jika dianalogikan dalam konsep hukum perusahaan adalah 
jenis usaha tersebut bersifat sangat strategis yang tidak boleh diserahkan 
ke swasta karena menyangkut hajat orang banyak dan bersifat 
monopolistic. 
Mengadopsi dari konsep Perusahaan Umum dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya 
disebut UU Badan Usaha Milik Negara) khususnya dalam Penjelasan Pasal 
35 ayat (1) bahwa pendirian Perusahaan Umum harus memenuhi kriteria 
antara lain sebagai berikut :  
1) bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang 
banyak;  
2) didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost 
effectiveness/cost recovery);  
3) berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang 
diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri). 
 
Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU Badan Usaha Milik Negara dapat juga 
menjadi acuan konsep Perusahaan Umum yang pada penjelasan Pasal 
tersebut mengatakan bahwa Perusahaan Umum dibedakan dengan 
Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perusahaan Umum dalam 
usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik 
pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai 
badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perusahaan 
Umum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan. Ditelusuri ke 
atas sampai ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD NRI 1945) terkait dengan konsep Perusahaan Umum maka Pasal 33 
ayat (2) dapat menjadi dasar yaitu mengatakan: 
 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”.  
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Pasal tersebut sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum Daerah pada 
keseharusannya yang seluruh modalnya dikuasai Daerah sehingga Daerah 
melalui kepala daerah sebagai wakil daerah pemilik BUMD memiliki 
keputusan absolut terhadap pengelolaan ataupun kebijakan Perusahaan 
Umum Daerah, hal tersebut tidak seperti bentuk Perseroan yang terbagi 
saham yang dapat dimungkinkan adanya intervensi dari pemegang saham 
lain dalam menjalankan BUMD. Sehingga bentuk Perumda BPR X memang 
wajib dalam melaksanakan segala ketentuan yang terdapat pada peraturan 
tersebut, bukan melakukan suatu pelanggaran dengan membagi atas 
saham-saham perorangan yang sampai Perda pendirian Perumda BPR X 
disahkan masih belum terselesaikan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan 
implikasi bahwa bentuk hukum Perumda pada BPR X Kabupaten Y belum 
dapat dipenuhi dengan baik. 
Jika BPR X memilih bentuk badan hukum Perumda, maka kekayaan BPR 
tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, di luar tujuan peningkatan 
pelayanan publik. Artinya, pengelolaan aset BPR X dalam bentuk Peraturan 
Daerah tidak dapat diterapkan secara komersial. Padahal modal merupakan 
faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank 
sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, 
disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi 
menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat 
digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas 
aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana 
pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil 
keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko 
yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika 
bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor 








4. Implikasi Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan 
Perseroan Daerah Di Bidang Perbankan 
Tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 
(public service), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola 
potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan 
keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. 
Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b PP No. 54 
Tahun 2017, Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait 
dengan perubahan bentuk hukum tersebut, PP No. 54 Tahun 2017 tidak 
mengatur apakah tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari 
Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula profit oriented berubah 
menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pertanyaan ini muncul 
karena UU No. 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP No. 54 
Tahun 2017 tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang 
dapat berubah bentuk menjadi Perumda. Petunjuk yang diberikan hanyalah 
perubahan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan 
restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak 
dicapai sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi 
Perumda.  
Berbeda dengan Perumda dimana kepala daerah berkedudukan sebagai 
pemilik modal, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 54 Tahun 2017, 
kepala daerah pada Perseroda mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai 
pemegang saham. Dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% dan 
bahkan 100%, maka kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang 
saham mayoritas pada Perseroda. Terkait dengan kepemilikan saham 
mayoritas tersebut, Rudyanti Dorotea Tobing mengemukakan bahwa siapa 
yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, maka dialah yang 
menentukan kebijakan PT.92 
Pendapat Rudyanti Dorotea Tobing tersebut dapat dipahami karena 
Pasal 84 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur setiap saham yang 
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dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar 
menentukan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya 
sebanyak saham yang dimilikinya di dalam Perseroda.93 Dengan demikian 
berdasarkan pasal tersebut, dengan kepemilikan saham minimal 51% atau 
bahkan 100%, maka kepala daerah mewakili daerah sebagai pemegang 
saham mayoritas dan dapat mengambil keputusan dalam RUPS. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 PP No. 54 Tahun 2017, RUPS adalah organ 
Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan 
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau 
komisaris. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai pemegang 
saham mayoritas, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam 
Perseroda dan dapat menentukan kebijakan Perseroda.  
Besarnya kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham 
mayoritas tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 
54 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang 
saham pada Perseroda memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 
menyangkut:94  
"1) perubahan anggaran dasar;  
2) pengalihan aset tetap;  
3) kerjasama;  
4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan 
dan/atau penyertaan modal;  
5) penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal 
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;  
6) pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;  
7) penghasilan direksi dan komisaris;  
8) penetapan besaran penggunaan laba;  
9) pengesahan laporan tahunan;  
10)penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan 
pembubaran Perseroda; dan  
11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam (satu) transaksi atau lebih." 
Dari kewenangan tersebut terlihat bahwa kepala daerah yang mewakili 
daerah sebagai pemegang saham mayoritas pada Perseroda, memiliki 
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kewenangan untuk mengangkat organ Perseroda yaitu direksi dan 
komisaris. Berdasarkan teori organ, direksi bertugas melakukan 
pengurusan Perseroda dan memiliki peran penting untuk mewakili 
Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
anggaran dasar. Sedangkan komisaris bertugas melakukan pengawasan 
dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengurusan Perseroda. Mengingat peran pentingnya sebagai organ 
Perseroda tersebut, maka direksi dan komisaris haruslah orang yang benar-
benar profesional yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan 
dalam PP No. 54 Tahun 2017.95 Oleh karena itu pemilihan dan 
pengangkatan direksi dan komisaris harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.96 
Keputusan yang diambil oleh kepala daerah baik yang terkait dengan 
pengangkatan direksi dan anggota komisaris maupun hal lainnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 54 Tahun 
2017 di atas tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. 
Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas adalah 
pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% 
(sepuluh persen).97 Berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik yaitu kewajaran, Perseroda harus memperhatikan kepentingan seluruh 
stakeholders berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, khususnya 
kepentingan pemegang saham minoritas. Mengingat kedudukannya yang 
lemah maka hukum memberikan pelindungan kepada pemegang saham 
minoritas. Menurut Rachmadi Usman, perlunya pelindungan hukum 
terhadap pemegang saham minoritas disebabkan sebelum berlakunya 
undang-undang PT terdapat suatu kondisi dimana:98 
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1. Berlakunya “prinsip mayoritas” menyebabkan pemegang saham 
minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan 
kepentingan dan haknya. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas 
lemah dan tidak mampu menghadapi direksi/komisaris yang merugikan 
dirinya dan perseroan. Ini disebabkan kedudukan pemegang saham 
mayoritas identik dengan direksi/komisaris selaku organ perseroan, baik 
identik secara fisik maupun kepentingan. 
2. Prinsip “personan standing in judicio” atau “capacity standing in court 
or in judgment” yaitu hak untuk mewakili perseroan hanya boleh dilakukan 
oleh organ perseroan yaitu direksi. Pemegang saham minoritas tidak boleh 
melakukan tindakan derivatif. 
Sehingga dapat diketahui bahwasanya implikasi BPR X apabila 
menggunakan bentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yaitu 
terdapat pada sistem perusahaannya. Sistem perusahaan Perseroda dan 
Perumda memiliki berbedaan pada beberapa hal, seperti pada sistem 
saham perusahaan, dimana Perseroda memiliki sistem saham terbuka 
dengan saham mayoritas dimiliki oleh satu daerah itu sendiri. Hal tersebut 
dapat diketahui pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 54 Tahun 
2017, dimana kepala daerah memiliki kewajiban sebagai perwakilan 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
yang berkedudukan sebagai pemegang saham dengan kepemilikan paling 
sedikit 51% dan bahkan 100%. Sedangkan pada Perumda, kepemilikan 
modal wajib dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Namun 
dalam kepemilikan, kepala daerah sebagai wakil daerah memiliki hak yang 
sama dalam mengangkat organ Perseroda seperti direksi dan komisaris 
dikarenakan kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh daerah. Maka 
dari kesimpulan tersebut, apabila BPR X ingin tetap menerapkan 
pembagian saham, lebih cocok apabila BPR X yang semula memiliki status 
badan hukum Perumda dapat dirubah menjadi Perseroda, dikarenakan BPR 
X hingga kini masih memiliki saham perorangan yang dilarang oleh 






5. Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam BPR X 
yang Berbentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah 
Perumda BPR X didirikan oleh pemerintah Kabupaten Y pada tahun 1973 
dimana awalnya bernama Perusahaan Daerah Bank Pasar Dalam Daerah 
Kabupaten Y yang sampai saat ini saat peraturan daerah yang mengatur 
pendirian Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Y disahkan masih terdapat 
saham minoritas yang dimiliki oleh karyawan pemerintah kabupaten Y. 
Perumda BPR X didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan 
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan  daerah  di  
segala  bidang  serta sebagai  salah  satu sumber  Pendapatan  Asli Daerah 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
Walaupun BPR X telah memberlakukan perusahaannya sebagai bentuk 
Perumda, masih terdapat ketidakpatuhan hukum atas modal di BPR X. Hal 
tersebut dapat diketahui pada permasalahan hukum antara pembagian 
saham BPR X dengan peraturan Perumda pada Pasal 334 UU Pemerintahan 
Daerah, Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka 4 
Permendagri No. 94 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai sistem 
pemberlakuan kepemilikan saham sebagai berikut: 
Pasal 334  UU Pemerintahan Daerah 
“Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya 
dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.” 
Pasal 5 PP No. 54 Tahun 2017 
“Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya 
dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.” 
Pasal 1 Permendagri No. 94 Tahun 2017 
“Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah 
Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah 
dan tidak terbagi atas saham.” 
Dimana dalam ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Perusahaan 
Umum Daerah atau Perumda memiliki peraturan bahwa kepemilikan modal 
perusahaan hanya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 
Sehingga akibat hukum bagi setiap Perumda wajib memberlakukan 
kepemilikan modal hanya diperuntukan kepada satu daerah. Sehingga 





maka saham yang dimiliki oleh masyarakat umum wajib dilepaskan kepada 
daerah Kabupaten Y. 
Namun apabila Perumda BPR X Kabupaten Y ingin mempertahankan 
kepemilikan saham terhadap masyarakat umum, sesuai dengan penjelasan 
Pasal 114 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda dapat berubah bentuk 
menjadi Perseroda. Bahkan Pasal 334 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan untuk melakukan perubahan bentuk Perumda menjadi 
Perseroda dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. 
Apabila hal tersebut dilakukan, maka akibat hukum bagi BPR X memiliki 
hak untuk membagi modal atas beberapa saham sehingga tidak 
menimbulkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal tersebut didasari oleh 
sistem pembagian saham yang dijelaskan pada Pasal 339 UU Pemerintahan 
Daerah, Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, dan Pasal 1 angka 5 
Permendagri No. 94 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut: 
 
 
Pasal 339 UU Pemerintahan Daerah 
“Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan 
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau 
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu 
Daerah.” 
Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 
“Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk 
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
seluruhnya atau paling sedikit 51%o (lima puluh satu persen) sahamnya 
dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.” 
Pasal 1 Permendagri No. 94 Tahun 2017 
“Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda 
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham 
yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) 
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.” 
  
Sehingga ketentuan terhadap pemberlakuan pemegang saham BPR X, 
seharusnya dapat diubah dalam bentuk Perseroda apabila tetap 
mempertahankan pembagian saham tersebut. Karena menurut ketiga pasal 





Perumda, dimana kepemilikan saham atas Perseroda terbagi atas beberapa 
saham dengan minimal 51% dimiliki oleh daerah. 
Kemudian mengenai pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur 
Perumda BPR X telah disahkan namun ternyata di dalamnya masih terdapat 
saham minoritas yang belum terselesaikan sangat dimungkinkan sekali bagi 
pemilik saham minoritas yang terdapat pada Perumda BPR X untuk 
melakukan upaya hukum atas hak-hak yang dimilikinya, seperti halnya 
mengajukan gugatan karena merasa dirugikan terhadap pengesahan Perda 
pendirian Perumda BPR X ataupun pemilik saham minoritas meminta pihak 
BPR X untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar.  
Pada sejatinya, Perumda BPR X tidak tunduk dan dilandasari oleh UU 
Perseroan Terbatas karena pada dasarnya peraturan mengenai Perumda 
tidak mengenal pembagian modal dalam bentuk saham-saham sehingga 
tidak mengatur bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik saham 
minoritas, namun dalam kasus ini BPR X juga memiliki hubungan hukum 
dengan UU Perseroan Terbatas dikarenakan terdapat pemberlakuan 
pembagian saham atas perorangan sehingga memiliki perlindungan hukum 
bagi pemegang saham minoritas yang terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 
62. Berdasarkan pada Pasal 61 UU Perseroan Terbatas, pemegang saham 
yang merasa dirugikan karena tindakan Perseroda yang dianggap tidak adil 
dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau 
dewan komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroda ke 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroda. Sedangkan berdasarkan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas, setiap 
pemegang saham berhak meminta kepada Perseroda agar sahamnya dibeli 
dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui 
tindakan Perseroda yang merugikan pemegang saham atau Perseroda 
berupa: 99 
"a. Perubahan anggaran dasar.  
b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroda yang mempunyai 
nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroda.  
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c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan." 
Pemberlakuan bentuk Perumda terhadap BPR X memiliki akibat hukum 
terhadap pelepasan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak selain 
pemerintah daerah wajib dilepas dan diserahkan kepada pemerintah 
daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki modal utuh terhadap 
Perumda dan tidak terbagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 5 
ayat (2)  PP No. 54 Tahun 2017. Namun apabila hal tersebut tidak dapat 
dilaksanakan dalam tempo yang telah ditentukan, maka pemilik saham 
berhak mengajukan upaya hukum terhadap Perumda. Kemudian, apabila 
BPR X sebagai Perumda masih menggunakan sistem Perumda namun 
membagi saham atas beberapa saham, maka memiliki akibat hukum 
kepada legalitas Perumda BPR X menjadi tidak sah, hal tersebut 
dikarenakan BPR X Kabupaten Y masih belum memenuhi syarat-syarat 
objektif yang diberlakukan oleh peraturan pembentukan Perumda. 
Namun apabila ditinjau dari history atau sejarah mengenai 
pembentukan BPR X, memang dari awal BPR X terbagi atas saham, di 
mana terdapat 2 jenis saham, yaitu saham istimewa sebesar 51% yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah dan 49% berbentuk saham-saham biasa 
yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Y. Merujuk pada 
Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 1973 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Pasar Dalam Daerah Kabupaten Y  menjelaskan 
bahwa BPR X membutuhkan dan wajib memiliki cadangan umum yang 
akan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita terhadap modal 
BPR X. Selain itu, apabila melihat landasan filosofis dari pembentukan 
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 pada hal 
Menimbang, dapat diketahui bahwa penyertaan modal Pegawai Negeri Sipil 
yang terbagi atas saham biasa sebagai upaya untuk mengembangkan 
modal usaha maupun laba Perusahaan Daerah BPR X dalam kaitannya 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi 
daerah. Sehingga penyertaan modal oleh Pegawai Negeri Sipil dirasa perlu 
dilakukan, untuk mengembangkan modal usaha maupun laba perusahaan 






Dari penjelasan diatas dapat dikatakan apabila suatu Perusahaan Umum 
Daerah yang di dalamnya terdapat saham minoritas milik perorangan, 
maka bentuk hukum sebagai Perumda tidaklah tepat karena Perumda 
didalamnya tidak diatur mengenai pembagian atas saham-saham, Perumda 
adalah suatu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah. 
Apabila BPR X menerapkan bentuk hukum Perumda sedangkan saham BPR 
X dibagi atas beberapa saham, maka pemilik saham bukan dari daerah 
maupun pemilik saham dari daerah dapat mengajukan upaya hukum agar 
pemerintah daerah membeli saham, atau merubah bentuk hukum Perumda 
menjadi Perseroda. 
 
B. Upaya Hukum Pemerintah Daerah Jika Terdapat Kepemilikan Saham 
Oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berbentuk 
Perusahaan Umum Daerah 
1. Pertimbangan Badan Usaha Milik Daerah dalam menentukan 
bentuk hukum   Perumda atau Perseroda 
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah, 
dalam menentukan bentuk badan hukumnya antara lain:100 
1. Tujuan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah; 
2. Implikasi perubahan bentuk hukum terhadap: 
a. Struktur permodalan dan sumbernya; 
b. Sifat pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Usaha Milik  
Daerah; 
c. Aset dan manajemen serta pemanfaatannya; 
d. Komposisi Organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tata 
cara kerja pengangkatan direktur dan organ lainnya; 
e. Kecenderungan stakeholders terhadap kelangsungan Badan Usaha 
Milik Daerah. 
3. Yang dimaksud dengan tujuan suatu usaha yang dilaksanakan oleh   
suatu Daerah yang berkaitan dengan kecenderungan Badan Usaha Milik 
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Daerah dalam menjalankan bisnis usahanya, terutama cenderung ditujukan 
untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan untuk mendapatkan 
keuntungan atau terutama ditujukan untuk mencari keuntungan tetapi 
tetap memberikan pelayanan. 
Hal ini erat kaitannya dengan seluruh komponen dalam Badan Usaha 
Milik Daerah yaitu sifat layanan yang diberikan, pengelolaan aset yang 
dimiliki dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 
dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga 
determinasi dari tujuan usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha Milik 
Daerah adalah hal yang utama harus ditetapkan sebagai dasar untuk 
menentukan bentuk hukum yang sesuai dengan karakter Perusahaan 
Daerah. 
Tujuan dari usaha Badan Usaha Milik Daerah pada dasarnya dapat 
dilihat dari praktek atau kondisi yang telah berjalan di suatu Perusahaan 
Daerah, dimana selama ini Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun tetap dengan 
pengaturan tarif untuk layanan, tarif ini sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh kepala daerah. 
Selanjutnya sebagai pertimbangan yang dapat memperkuat pilihan 
bentuk hukum bagi BPR X, selain tujuan bisnis utama BPR X, perlu 
mereview setiap bentuk hukum, baik Perumda maupun Perseroda, 
terhadap: 
a. Struktur permodalan dan sumbernya; 
b. Sifat layanan yang dapat diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Aset dan manajemen serta pemanfaatannya; 
d. Komposisi organ dan sumber daya manusia (SDM) termasuk tata cara 
kerja pengangkatan direktur dan organ lainnya. 
Jika BPR X memilih bentuk hukum Perumda, kemudian implikasinya bagi 
modal BPR X hanya bergantung pada keuangan daerah, karena kepala 
daerah, sebagai wakil daerah dan sebagai pemilik Perumda adalah orang 
yang hanya pemberi modal untuk Perumda. Selain itu, dari segi sifat 
pelayanannya, jika BPR X memilih yang bentuk hukum Perumda, 
selanjutnya tujuan usaha dilakukan oleh BPR X adalah pengabdian 





pelayanan publik, jadi penetapan tarif ditentukan berdasarkan kebijakan 
kepala daerah. 
Sifat layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah ini juga harus 
mempertimbangkan penerimaan konsumen atau masyarakat yang telah 
menggunakan jasa Perusahaan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan 
pengelolaan aset, jika Badan Usaha Milik Daerah memilih bentuk badan 
hukum Perumda, maka kekayaan Badan Usaha Milik Daerah tidak bisa 
bekerja sama dengan pihak ketiga, di luar tujuan peningkatan pelayanan 
publik. Artinya, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk 
Peraturan Daerah tidak dapat diterapkan secara komersial. Penerapan 
manajemen aset itu sendiri harus juga tunduk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan aset daerah yang membatasi 
bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan pihak 
ketiga yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset.101 
Kemudian terkait susunan organ, dalam hal Badan Usaha Milik Daerah 
memilih badan hukum bentuk Perumda, organ dalam Perumda adalah 
Kepala Daerah sebagai wakil daerah dan pemilik modal, Direksi dan Dewan 
Pengawas, dimana Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah 
dan bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah. Berbeda jika Perusahaan 
Daerah memilih bentuk Perseroda. Soal permodalan, Perseroda bisa 
memperolehnya modal dari pihak lain, baik daerah lain maupun swasta, 
selama satu pemerintah memiliki setidaknya 51% saham.  
Selain itu, Perseroda juga memiliki hak untuk mengeluarkan obligasi dan 
lebih bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank, ini karena Perseroda 
berorientasi pada keuntungan dan lebih mudah untuk bekerja sama 
dengan pihak ketiga. Lebih jauh, dari segi sifat layanannya, Perseroda lebih 
fleksibel dalam memberikan pelayanan, dimana penetapan tarif dapat 
dilakukan oleh Perseroda selama tidak melebihi tarif dasar yang ditetapkan 
pemerintah. Dalam kasus manajemen aset, jika Badan Usaha Milik Daerah 
memilih badan hukum Perseroda, itu akan mendapatkan hak untuk 
melakukan pengelolaan aset dengan bekerja sama secara komersial 
                                                             





dengan pihak ketiga, tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik, 
tetapi untuk mendapatkan keuntungan.  
Kemudian terkait dengan komposisi organ, Perseroda memiliki organ 
yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris. Penunjukan Direksi dan 
Komisaris sendiri dilakukan oleh RUPS, dan bertanggung jawab kepada 
RUPS, dimana RUPS sendiri terdiri dari pemegang saham Perseroda yang 
salah satunya adalah Kepala Daerah sebagai perwakilan daerah. Ini akan 
memberikan pembagian tanggung jawab di antara mereka pemegang 
saham dan manajemen Perseroda tidak hanya bergantung pada kebijakan 
satu kepala suatu daerah. Sumber daya manusia, dalam mengelola 
Perseroda lebih di butuhkan yang berkualitas dan sumber daya manusia 
yang mandiri, karena pengelolaan Perseroda sangat bergantung pada 
kualitas sumber daya manusianya, karena Perseroda memiliki target untuk 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, selain memberikan 
pelayanan publik. Artinya sumber daya manusianya dituntut untuk bisa 
mampu mengambil keputusan dengan baik, dalam waktu singkat dan 
memitigasi risiko tata kelola perusahaan, berbeda dengan Perumda yang 
hanya bertujuan memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 
instruksi dari kepala daerah.102 
 
2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Suatu Perusahaan Umum 
Daerah Terdapat Saham 
Dalam mendukung kesiapan BPR Pemerintah mendorong agar dilakukan 
perbaikan yang berkesinambungan pada Bank Perkreditan Rakyat melalui 
peningkatan tata kelola yang baik (GCG). Dorongan perbaikan dalam tata 
kelola bank yang baik ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan 
Otoritas jasa Keuangan Nomor  4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata 
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip GCG dalam sistem perbankan 
digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank 
terhadap kepentingan-kepentingan para pemegang saham dan nasabah 
bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko 






kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
bank. 
Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam 
menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti khusus selalu konsisten dalam 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan 
berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 
Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan akibat semakin meluasnya pelayanan 
disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula 
risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola 
oleh BPR juga dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi 
pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang 
berlaku umum pada Perbankan.  
Good Corporate Governance adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai 
dari hak (right), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun 
di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak disini adalah 
hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya terbatas kepada satu 
stakeholders saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, 
mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan 
dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap 
lingkungan yang dilandasi nilai-nilai social budaya yang tinggi.103 
Penggunaan istilah “saham” dalam bentuk perusahaan daerah adalah 
tidak tepat. Konstruksi pembagian modal ke dalam bentuk saham diatur 
secara konsisten mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 2 Tahun 
1973 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar hingga perubahan terakhir 
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 
Kabupaten Y. Dalam bentuk badan hukum Perusahaan Daerah maupun 
Perusahaan Umum Daerah tidak dikenal pembagian modal dalam bentuk 
saham. Pasal 2 maupun pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sejatinya juga tidak memberikan 
pengaturan bahwa modal Perusahaan Daerah dibagi dalam bentuk saham.   
Pengertian saham dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dimaknai benda bergerak dan memberikan hak 
kepada pemiliknya antara lain:  
"hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak menerima 
pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan 
hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini."104 
Sehingga kesimpulannya pembagian modal dalam bentuk saham hanya 
dikenal pada bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan, 
serta Perusahaan Perseroan Daerah. 
Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Y jo 
Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 
Kabupaten Y, menyatakan bahwa: “Berdasarkan Peraturan Daerah ini, 
modal saham Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Y sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang tercatat dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Y Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah BPR 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Y Nomor 9 
Tahun 2005, dilepas untuk dikembalikan kepada masing-masing pemilik 
atau ahli warisnya.” Artinya bahwa sudah sejak Perda tersebut diatas 
diundangkan pada tahun 2008 modal saham Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kabupaten Y telah dilepas untuk dikembalikan kepada masing-
masing pemilik atau ahli warisnya. 
Merunjuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 
Kabupaten Y ditetapkan penyesuaian badan hukum BPR menjadi 
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah 
Kabupaten Y. Pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Modal Perumda 
BPR Bank Daerah Kabupaten Y adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan 
                                                             






yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak 
terdiri dari saham-saham. Namun sampai dengan saat ini modal disetor 
yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan maupun laporan keuangan BPR X 
masih terdiri dari saham-saham dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 3.1 





1. Pemda Kabupaten 
Y 
Rp. 22.484.000.000,00 99,93% 
2. Karyawan Pemda 
Kabupaten Y 
Rp. 16.000.000,00 0,07% 
Jumlah Rp. 22.500.000.000,00 100% 
Sumber : Data Sekunder, diolah, 2020. 
Kasus BPR X dimana BPR tersebut berbentuk Perusahaan Umum Daerah 
bahwa Perusahaan Umum Daerah tidak boleh terdapat saham, namun BPR 
X tersebut memiliki saham yang dimiliki oleh perorangan maka akan 
menimbulkan akibat hukum, dan kasus ini juga menciderai prinsip good 
corporate governance karena BPR X selaku badan hukum tidak mematuhi 
peraturan perundang-undangan. Begitu juga melanggar prinsip transparasi, 
sebelum BPR X menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum 
Daerah saham minoritas milik perorangan tersebut haruslah diselesaikan 
dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan dengan cara 
yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan 
dalam hal ini adalah pemegang/ahli waris saham minoritas yang ada di BPR 
X. Agar semua pemangku kepentingan memperoleh hak-haknya dan tidak 
menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan kedudukan Perumda 
BPR X maupun pemangku kepentingan yang ada di BPR X.  
Mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pemegang 
saham BPR dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. Upaya yang 
dapat dilakukan apabila terdapat saham minoritas milik perorangan, 
pemerintah daerah dapat melakukan pengambilalihan saham dengan 





bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah tidak menimbulkan 
akibat hukum. Dimana BPR X menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi 
Perumda maka yang mengambilalih saham minoritas tersebut yaitu Kepala 
Daerah sebagai wakil daerah dan pemilik modal tunggal. 
Kemudian, dalam beralihnya bentuk badan hukum BPR X dari 
Perusahaan Daerah menjadi bentuk Perumda mengakibatkan kepemilikan 
saham diluar daerah wajib dilepas kepada pemerintah daerah sesuai 
dengan penjelasan Pasal 8 ayat (3) Perda Kabupaten Y No. 9 Tahun 2012 
yang menjelaskan bahwasanya saham yang dimiliki oleh Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Y wajib dilepas untuk dikembalikan 
kepada masing-masing pemilik atau ahli warisnya. Namun, dengan 
pelaksanaan yang masih tidak dapat dilaksanakannya pengembalian 
saham, maka harus ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk 
mengurus pengembalian saham kepada pemilik saham yang tertera. 
Namun dalam perspektif pemegang saham minoritas tersebut memiliki 
hak untuk dilakukannya pembayaran dalam pelepasan saham sebagaimana 
dengan harga wajar, sehingga pemegang saham minoritas ataupun ahli 
warisnya memiliki hak dalam melakukan upaya hukum terhadap hak-hak 
yang dimilikinya sebagai pemegang saham BPR X. Upaya-upaya hukum 
yang dapat dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan dengan 2 
cara, yaitu litigasi ataupun non litigasi. Namun dalam konteks 
pengembalian saham, sebelum dilakukannya upaya litigasi terhadap 
pengajuan perkara atau sengketa ke pengadilan, maka sebaiknya dilakukan 
terlebih dahulu upaya non litigasi.105 Dimana upaya non litigasi memiliki 
beberapa macam jenis upaya, sebagai berikut: 
a) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak 
tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, 
dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 
dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 
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b) Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan 
bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. 
c) Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 
d) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan 
kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat 
diterima. 
e) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis 
dan sesuai dengan bidang keahliannya. 106 
Namun dalam konteks pembahasan terhadap upaya pengembalian 
saham atas hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham, sebaiknya dapat 
dilakukan terlebih dahulu dengan cara konsultasi atau negosiasi, karena hal 
tersebut merupakan cara yang paling efektif dalam melakukan kesepakatan 
bersama mengenai pelepasan saham yang dilakukan oleh pemilik saham 
yang bukan dari pemerintah daerah. 
Salah satu cara terbaik dalam memecahkan solusi pengalihan saham 
tersebut juga dapat dilakukan dengan cara konsultasi, dimana tindakan ini 
memerlukan seorang atau tim ahli hukum sebagai pihak konsultan yang 
memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan pengalihan saham 
pegawai negeri sipil kepada pemerintah daerah. 
Dalam negosiasi, terdapat kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk 
berdialog langsung demi menemukan solusi konflik. Di mana masing-
masing pihak memiliki tujuan serta pandangan mereka sendiri dan 
berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak 
tentang masalah yang sama. Hal yang dibahas dalam negosiasi adalah 
proses tawar-menawar tentang solusi konflik yang terjadi, yaitu mengenai 
pelepasan saham karena bentuk BPR X menajdi Perumda yang wajib 
dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi oleh saham-saham. Negosiasi 
merupakan salah satu cara terbaik dalam memecahkan masalah ini, 
dikarenakan negosiasi memiliki karakteristik untuk menghasilkan 
kesepakatan antara kedua belah pihak, keputusan yang saling 
                                                             





menguntungkan kedua belah pihak, sarana untuk mencari penyelesaian 
konflik, praktis, serta prioritas utama dalam negosiasi terletak pada 
kepentingan bersama.107 
Konflik mengenai pelepasan saham, lebih baik jika dapat dilakukan 
dengan cara konsultasi ataupun negosiasi, karena kedua hal ini memiliki 
sifat untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan mencari 
solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga dapat menguntungkan 
kedua belah pihak, baik itu pemilik saham dari pemerintah daerah atuapun 
pegawai negeri sipil yang memiliki saham BPR X. 
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Berdasarkan keseluruhan penjelasan terkait dengan pembahasan atas 
permasalahan yang penulis teliti, maka dalam hal ini ada beberapa poin 
penting yang menjadi kesimpulan dari rumusan masalah penelitian yang 
dilakukan oleh penulis. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:  
1. Akibat hukum dari kepemilikan saham oleh perseorangan dalam BPR X 
berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah tidak sah dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut dikarenakan 
syarat-syarat objektif pembentukan Perumda oleh BPR X Kabupaten Y 
masih belum dipenuhi. Hal ini dikuatkan juga oleh OJK yang belum 
memberikan izin perubahan bentuk hukum BPR X Kabupaten Y yang 
awalnya Perusahaan Daerah menjadi Perumda. Sementara itu, kondisi 
tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pemilik saham minoritas untuk 
memperoleh perlindungan hukum. Pemegang saham memiliki hak dalam 
mengajukan gugatan ataupun meminta sahamnya dibeli karena merasa 
dirugikan terhadap pengesahan Peraturan Daerah pendirian Perumda BPR 
X. Hal tersebut berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai 
pemegang saham mayoritas adalah melakukan upaya hukum non litigasi 
dengan cara konsultasi dimana tindakan ini memerlukan seorang atau tim 
ahli hukum sebagai pihak konsultan yang memberikan pendapat hukum 
terhadap permasalahan pengalihan saham pegawai negeri sipil kepada 
pemerintah daerah ataupun negosiasi dengan pemegang saham minoritas 
BPR X untuk melakukan pengambilalihan saham BPR X dengan cara 
membeli saham minoritas milik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 






B. . SARAN 
 Terkait dengan penelitian mengenai Akibat Hukum Jika Terdapat 
Kepemilikan Saham oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat 
Berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Studi Kasus Perumda BPR X), penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham mayoritas yang ada di 
BPR X agar segera menindaklanjuti pengambilalihan saham yang ada di 
BPR X dengan cara membeli saham minoritas milik karyawan Pemerintah 
Kabupaten Y dengan harga yang wajar, harga yang wajar diapat 
dilakukan proses penilaian (valuasi) saham, yaitu proses menentukan 
berapa harga yang wajar untuk suatu saham, dengan 
menggunakan/meminta bantuan jasa penilai (appraisal) dan dilaksanakan 
dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dana yang digunakan untuk pembelian saham 
oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Penyelesaian pengambilalihan saham tersebut harus 
dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh kepala daerah selaku yang 
membeli saham minoritas yang ada di BPR X, agar penyesuaian bentuk 
hukum Perusahaan Umum Daerah segera disetujui Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. 
2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat X sebagai Badan Hukum yang bentuk 
hukum awalnya Perusahaan Daerah dan menyesuaikan bentuk hukumnya 
menjadi Perusahaan Umum Daerah meminta Kepala Daerah sebagai wakil 
Daerah dalam kepemilikan Perusahaan Umum Daerah melakukan 
konsultasi maupun negosiasi pemilik saham agar tidak menimbulkan 
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